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“The future belongs to those who believe  

in the beauty of their dreams.” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

 

I have successfully finished this war, 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laut merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan perikanan 

sebagai penopang penghidupan manusia, laut juga digunakan sebagai jalur 

pelayaran, kepentingan untuk keamanan pertahanan, dan masih banyak lagi.  

Banyak nya kebutuhan dan kepentingan manusia maupun negara di laut 

menyebabkan dikeluarkannya seperangkat aturan yang mengatur mengenai zona-

zona laut dan memberikan hak dan kewajiban tertentu pada Negara pantai untuk 

mengelola wilayah lautan yang ada di sekitarnya. Batas maritim merupakan 

penentuan dalam pembagian batas wilayah antara negara satu dengan negara 

lainnya yang bertetangga dalam lingkup laut.
1
  Hak-hak tersebut ditentukan 

dengan penentuan batas maritim sesuai dengan yang diatur dalam United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
2
Sampai saat ini UNCLOS 

telah diratifikasi oleh 166 negara di dunia.
3
 

                                                           
1
 I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017). Halaman 1 
2
 The United Nations Convention on the Law of the Sea selanjutnya disebut UNCLOS 

(1982), Dibentuk Pada Tahun 1982 Yang Di Tanda Tangani Di Montego Bay, Jamaica, Mulai Berlaku 

Pada Tahun 1994 UNTS. (Lihat dalam pasal 15, 23, dan 74). 
3
 Ocean & Law of The Sea United Nations, Chronological Lists of Ratifications of, 

Accessions and Successions to the Convention and the Related Agreements, 2023, 

https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%252%252

00United%2520Nations%2520Convention%2520on%2520the%2520Law%2520of%2520the%2520Se

a.Diakses pada 22 Agustus 2023. 
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Aturan penetapan batas maritim ini diberikan agar negara pantai dapat 

melakukan pemanfaatan laut secara sah dan memiliki batas yang pasti.
4
 Batas 

maritim antar negara ditentukan pula untuk menghindari adanya konflik 

perbatasan wilayah antar negara agar tidak merugikan negara satu sama lainnya 

karena hal ini menyangkut kedaulatan ataupun hak untuk berdaulat dari Negara 

pantai.
5
 Kedaulatan atas suatu Negara memiliki bentuk yang berbeda-beda, 

kedaulatan penuh (full sovereignty) suatu Negara terdapat pada wilayah daratan 

dan perairan pedalamannya, dan dalam suatu hal suatu Negara kepulauan dengan 

perairan kepulauannya.
6
 Sedangkan di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, 

dan landas kontinen hanya memiliki hak untuk berdaulat (sovereign rights) yaitu 

hak-hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan Hukum 

Internasional tidak mengijinkan negara melaksanakan kedaulatan penuh di 

wilayah tersebut.
7
  

Pasal 15, 74, dan 83 UNCLOS 1982 mengatur terkait garis batas laut dan 

diakui telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Namun, perjanjian 

tersebut tidak memberikan panduan untuk mencapai batas yang adil untuk 

mencapai kasus penetapan batas tertentu.
8
 Sementara itu perjanjian-perjanjian 

                                                           
4
 Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea (Cambridge University Press, 2012). 

Halaman 86. 
5
 P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). halaman 1. 

6
 Lihat di pasal 2 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.  

7
 Lea Brilmayer and Natalie Klein, ―Land And Sea: Two Sovereignty Regimes In Search Of 

A Common Denominator,‖ 33 N.Y.U. J. Int‟l L. & Pol. 703 (2001). Halaman 704. 
8
 Rodman R Bundy, ―Preparing For A Delimitation Case: The Practitioners View‖ (Leiden, 

The Netherlands: Brill | Nijhoff, 2006), 103–128, 

https://brill.com/view/book/edcoll/9789047418344/Bej.9789004150331.1-254_007.xml. 
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bilateral terkadang tidak menciptakan kualifikasi yang cukup pada hukum 

kebiasaan internasional sehingga Mahkamah Internasional memiliki keharusan 

dalam memfomulasikan aturan dan prinsip hukum terkait delimitasi batas 

maritim.
9
  

Penetapan batas maritim antara kedua negara merupakan permasalahan yang 

rumit karena melibatkan klaim politik dan kepentingan para pihak yang harus 

diimbangi dengan fakta hukum untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah 

pihak untuk menentukan kedaulatan maupun hak untuk berdaulat negara pantai. 

Maka dari itu penetapan batas maritim dapat dipandang sebagai langkah awal 

yang penting dalam mewujudkan potensi sumber daya zona maritim nasional dan 

pengelolaan lautan secara damai dan mengatasi adanya sengketa di kemudian 

hari.
10

  

Saat ini banyak negara-negara yang memperluas klaim teritorial mereka dan 

melaksanakan kedaulatan di luar wilayah nya, termasuk kasus sengketa laut 

antara Nikaragua dan Kolombia yang menyebabkan adanya dugaan-dugaan 

pelanggaran hak berdaulat di laut Karibia. Berikut adalah peta geografis antara 

negara Nikaragua dan Kolombia. 

 

 

                                                           
9
 Yoshifumi Tanaka, Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation (Hart 

Publishing, 2006). Halaman 348. 
10

 Victor Prescott and Citra Schofield, The Maritime Political Boundaries of the World 

(Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2005). Halaman 216. 
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Gambar 1.1. Peta Geografis Negara Nikaragua dan Kolombia 

Sumber : News. BBC, Colombia recalls envoy to Nicaragua  

amid maritime row, Tahun 2013 

 

Adanya sengketa kedua negara terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat di 

laut Karibia disebabkan ketidakpuasan Kolombia terhadap keputusan Mahkamah 

Internasional terhadap Sengketa Wilayah dan Maritim (Nikaragua v. Kolombia) 

pada tahun 2012 mengenai kepemilikan wilayah dan penetapan batas maritim di 

perairan Karibia, hal ini dikarenakan Kolombia merasa kehilangan kendali atas 

beberapa wilayah maritim yang jatuh kepada Nikaragua.
11

 Kolombia merasa 

wilayah dari putusan tahun 2012 menghalangi hak dan yurisdiksi yang dimiliki 

Kolombia di Laut Karibia sehingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1946 

Tahun 2013. Keputusan tersebut menciptakan zona tambahan integral yang 

                                                           
11

 Wilder Alejandro Sanchez, ICJ to Rule on Colombia-Nicaragua Maritime Dispute, 

Geopolitical Monitor, 2022, https://www.geopoliticalmonitor.com/icj-to-rule-on-colombia-nicaragua-

maritime-dispute/. Diakses pada 5 September 2023. 
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seolah-olah menyatukan zona tambahan dari semua pulau Kolombia yang di 

klaim sebagai wilayah maritim Kolombia.
12

 

Klaim maritim oleh Kolombia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1946 

Tahun 2013 tumpang tindih dengan wilayah zona ekonomi ekslusif Nikaragua.
13

 

Ketentuan penetapan mengenai delimitasi batas maritim didasarkan ada 

persetujuan yang diatur pada UNCLOS yang menyatakan bahwa penetapan batas 

zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau 

berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum Internasional 

untuk mencapai pemecahan yang adil.
14

 Namun, keputusan Presiden Kolombia 

Nomor 1946 mendapatkan protes dan kerugian kepada Nikaragua terkait dugaan 

pelanggaran hak berdaulat oleh Kolombia. Sehingga, dikarenakan negara v. 

negara merupakan pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Internasional,
15

 

Walaupun Kolombia pada awalnya tidak ingin penyelesaian sengketa lewat 

Mahkamah Internasional. Namun akhirnya Nikaragua dengan persetujuan oleh 

Kolombia sepakat untuk menyelesaikan sengketa nya melalui Mahkamah 

Internasional sesuai dengan ketentuan statuta Mahkamah Internasional.
16

 

                                                           
12

 Presidential Decree Colombia, Number 1946, 2013, 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/SEPTIEMBRE/09/DECRET. 

Diakses pada 5 September 2023. 
13

 Political Geography Now, Nicaragua v. Colombia: World Court Orders Sea Map 

Adjustments, 2022, https://www.polgeonow.com/2022/07/nicaragua-colombia-2022-icj-maritime-

dispute.html. Diakses pada 5 September 2023. 
14

 Lihat di pasal 74 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.  
15

 The Statute of the International Court of Justice dibentuk pada 1945 berdasarkan Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditanda tangani di San Fransisco, Statuta ini mendirikan Mahkamah 

Internasional (lihat dalam Pasal 34 ayat 1). 
16

 Ibid, Pasal 36 ayat 2- 6, The Statute of the International Court of Justice 1945. 
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Pada praktik-praktik negara di dunia, penyelesaian sengketa melalui perantara 

Mahkamah Internasional adalah pilihan yang paling banyak diambil. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan Mahkamah Internasional akan 

bersifat tetap dan mengikat para negara pihak.
17

 Kemudian Mahkamah 

Internasional memiliki wewenang memberikan nasehat hukum (advisory 

opinion). Sumber-sumber Hukum Internasional yang digunakan adalah Pasal 38 

ayat 1 dan dikaitkan dengan Pasal 68 Statuta Mahkamah Internasional. 

Berdasarkan kedua pasal tersebut maka menurut Schlochhauer, Mahkamah 

Internasional wajib menerapkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antar negara 

ditambah dengan perjanjian yang dibuat oleh negara dengan organisasi 

internasional yang didalamnya memuat ketentuan hukum.
18

 

Beberapa penelitian mengenai permasalahan akibat klaim maritim Nikaragua 

dan Kolombia ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya: 

1. ―Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari 

Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasonal Tahun 

2012‖
19

  oleh Dewi Ratna Sari yang berfokus kepada tindakan pemerintah 

Kolombia akibat putusan Mahkamah Internasional tahun 2012 mengenai 

sengketa territorial dan maritim terkhusus kepemilikan kepulauan San 

                                                           
17

 Ismi Yulia Masfiani, ―Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa 

Rica Dan Nicaragua Di Laut Karibia Dan Samudra Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982,‖ 

Diponogoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Volume 5. (2016). 
18

 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 

Halaman 88. 
19

 Dewi Ratna Sari, ―Kepentingan Kolombia Mempertahankan Kepulauan San Andreas Dari 

Klaim Nikaragua Pasca Keputusan Mahkamah Internasonal Tahun 2012,‖ Jurnal Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Riau (2015).  
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Andreas. Penelitian ini juga mengungkapkan tumpang tindih klaim 

maritim dan kesenjangan yang dirasakan oleh Kolombia. 

2. ―A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in 

the Western Caribbean Sea‖ 
20

 oleh Paul S. Reic yang membahas terkait 

analisis alasan yang digunakan pengadilan dalam situasi tersebut untuk 

membatasi wilayah maritim yang disengketakan. Penelitian ini 

menjelaskan pula terkait penentuan garis batas yang ditetapkan pengadilan 

merupakan solusi yang adil dan seimbang. 

3. ―Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022) : From the 

Perspective of Traditional Fishing Rights‖
21

 oleh Jingyao Wang dan Qi 

Xu yang membahas mengenai akibat dari putusan tahun 2022 antara 

Negara Nikaragua v. Kolombia terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat 

dan ruang maritim di laut Karibia dalam perspektif penangkapan ikan 

tradisional. Penellitian ini berfokus akibat putusan mahkamah 

internasional terkait penangkapan ikan tradisional pada nelayan di wilayah 

tersebut. 

                                                           
20

 Paul S Reichler, ―A Case of Equitable Maritime Delimitation: Nicaragua and Colombia in 

the Western Caribbean Sea,‖ Revista Tribuna International Volume 2 (2013). 
21

 Jingyou Wang and Qi Xu, ―Reflections on the Nicaragua v. Colombia Case (2022) : From 

the Perspective of Traditional Fishing Rights,‖ Marine Science Zhongnan University of Economics and 

Law, Wuhan, China (2023). 
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4. ―The ICJ Judgment on Nicaragua v Colombia (2022) : Applying an 

Established Jurisdictional Test or a Problematic Invention?‖
22

 oleh 

Pranav Ganesan dan Laia Roxane Guardiola yang membahas mengenai 

yuridiksi Mahkamah Internasional  dan keabsahan klaim atau pengajuan 

baru yang diajukan dalam sengketa Nikaragua v. Kolombia  setelah  

Kolombia mengeluarkan diri dari Pakta Bogota.  

Berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Penelitian ini akan memfokuskan 

kepada pelanggaran Hukum Internasional terkait hak kedaulatan ruang maritim 

suatu negara yang akan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Internasional nomor 

155 tahun 2022 antara negara Nikaragua v. Kolombia. Maka dari itu judul dalam 

penelitian ini adalah ―HAK KEDAULATAN DAN RUANG MARITIM 

NEGARA NASIONAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 

INTERNASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 ANTARA NIKARAGUA 

DAN KOLOMBIA MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN HAK 

BERDAULAT DI LAUT KARIBIA)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbulah suatu 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

                                                           
22

 Pranav Ganesan and Laia Roxane Guardiola, ―The ICJ Judgment on Nicaragua v Colombia 

(2022) : Applying an Established Jurisdictional Test or a Problematic Invention,‖ Oxford Univesity, 

Journal of International Dispute Settlement (2023). 
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1. Bagaimana peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak 

Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara? 

2. Bagaimana kasus posisi atas sengketa Nikaragua v. Kolombia Terkait 

Dugaan Pelanggaran Hak Berdaulat di Laut Karibia?  

3. Bagaimana penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan 

pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. 

Kolombia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui peraturan Hukum Internasional terkait dengan hak kedaulatan 

dan ruang maritim suatu negara; 

2. Mengetahui dan memahami kasus posisi atas sengketa dugaan 

pelanggaran hak berdaulat antara Nikaragua v. Kolombia; 

3. Mengetahui penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan 

pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. 

Kolombia. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat secara nyata 

dan luas bagi setiap pembacanya yang mampu dibagi menjadi 2 (dua) kategori 

kegunaan, antara lain: 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan memberikan 

pemahaman lebih terkait dengan dengan konflik maupun putusan dari Mahkamah 

Internasional terkait dugaan pelanggaran hak berdaulat atas tumpang tindih klaim 

maritim antara Nikaragua dan Kolombia. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan 

mampu dijadikan sebagai sumber hukum sekunder maupun tersier bagi para 

peneliti, akademisi, maupun kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan dengan 

permasalahan yang dikaji secara konseptual dalam penelitian ini. 

 

2. Secara Praktis 

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

lebih mengenai konflik hak berdaulat maritim serta menganalisis dampak kepada 

pengaturan batas maritim yang diberikan akibat putusan sengketa dugaan 

pelanggaran hak berdaulat atas tumpang tindih klaim maritim Nikaragua v.  

Kolombia. Peninjauan baik dari segi perbaikan regulasi ataupun negoisasi yang 

harus dilakukan oleh salah satu maupun kedua belah negara dengan tetap 

memperhatikan Hukum Internasional yang mengatur tentang perjanjian 
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Internasional. Selain itu juga penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi 

lanjutan dan diterapkan dalam mengkaji isu serupa dikemudian hari. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian 

Hukum Internasional yang berfokus pada permasalahan tumpang tindih klaim 

maritim antara Negara Nikaragua dan Kolombia yang mengakibatkan sengketa 

dugaan pelanggaran hak berdaulat apabila dianalisis menurut Hukum 

Internasional serta bagaimana solusi atau penyelesaian sengketa melalui 

Mahkamah Internasional yang akan diberikan terkait dengan permasalahan 

tumpang tindih klaim maritim antara kedua Negara tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Hukum Internasional 

Boer Mauna menyatakan bahwa hukum internasional diartikan sebagai 

himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat 

serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum 

lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.
23

 Kemudian Mochtar 

Kusuatmadja mengatakan bahwa manusia, hukum, dan masyarakat tidak 

                                                           
23

 Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era 

Dinamika Global (Bandung: Alumni, 2005). Halaman 1. 
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dapat dipisahkan satu sama lain.
24

 Analog dengan kehidupan manusia dalam 

masyarakat, terjadi pula dalam kehidupan negara dalam masyarakat 

internasional. Negara tidak dapat hidup dengan mengisolasikan diri, mereka 

selalu melakukan hubungan satu sama lain. Adanya rasa saling membutuhkan 

diantara negara-negara dalam berbagai kehidupan, menimbulkan adanya 

hubungan yang tetap dan terus menerus diantara mereka. Apabila dilihat 

secara politis-yuridis, negara-negara dengan kekuasaan teritorialnya yang 

mutlak dan memonopoli dalam penggunaan kekuasaan, merupakan pelaku 

primer dalam kebiasaan masyarakat internasional.
25

 

Hukum internasional merupakan ketentuan koersif dalam artian yang 

sama dengan hukum nasional. Hukum internasional mengharuskan negara 

kepada perilaku timbal balik (mutual) yang ditentukan dengan pasti, 

didalamnya hukum internasional menyediakan sanksi terhadap perbuatan 

yang bertentangan.
26

 Teori ini akan menjawab mengenai rumusan masalah 

pertama, kedua, dan ketiga yaitu peraturan Hukum Internasional Terkait 

Dengan Hak Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara, kasus posisi dan 

penerapan hukum internasional terkait sengketa Nikaragua v. Kolombia. 

 

 

                                                           
24

 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan 

Nasional (Bandung: Binacipta, 1978). 
25

 Ibid,  halaman 45. 
26

 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif (Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan 

Keadilan Dalam Hukum Dan Politik) (Bandung,: Nusa Media, 2008). Halaman 336. 



14 

 

2. Teori Kedaulatan Negara 

Kedaulatan Negara menurut J.H.A Logeman adalah kekuasaan mutlak 

atau kekuasaan tertinggi atas penduduk dan wilayah bumi berserta isinya yang 

dipunyai oleh suatu sistem negara nasional yang berdaulat.
27

 Alf Ross 

menambahkan bahwa kedaulatan negara secara internal berdasarkan faktanya 

adalah mutlak mempunyai kekuasaan yang tertinggi, hal tersebut tidak ada 

kekuasan lain baik itu dari atas secara hirarki maupun dari samping yang 

sifatnya sejajar; sedangkan kedaulatan negara secara eksternal adalah faktanya 

negara merdeka secara hukum dan negara lain harus mengakui sebagai 

persamaan atau kesetaraan.
28

 

Pelopor utama teori kedaulatan negara adalah George Jellinek, ia 

menerangkan bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi sesuatu 

kekuatan aslinya, kekuatan yang bukan didapat dari sesuatu kekuatan yang 

lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan setiap gerak 

gerik manusia dalam negara itu harus menurut pada negara. Sedangkan negara 

sendiri tidak perlu takluk dibawah hukum, karena negara sendiri yang 

membuat hukum.
29

 Teori ini berkaitan erat mengenai hak berdaulat Negara 

pada wilayah maritim yang akan menjawab rumusan masalah pertama dan 

ketiga mengenai peraturan Hukum Internasional Terkait Dengan Hak 

                                                           
27

 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). 

Halaman 5. 
28

 Alf Ross, A Textbook of International Law (General Part) (Longmans, Green and CO, 

1947). Halaman 35. 
29

 Anwar C, Teori Dan Hukum Konstitusi (Malang: Intrans Publishing, 2011). Halaman 34. 



15 

 

Kedaulatan Ruang Maritim Suatu Negara dan penerapan Hukum Internasional 

atas kasus sengketa pelanggaran hak berdaulat ruang maritim di Karibia 

antara Nikaragua v. Kolombia 

 

3. Teori Penyelesaian Sengketa Internasional 

Menurut John G. Merrills, suatu persengketaan sebagai terjadinya 

perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh 

pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lainnya.
30

 J.G. Starke 

mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa internasional secara 

damai atau bersahabat yaitu arbitrase, penyelesaian yudisial, negoisasi, jasa 

jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian dibawah 

naungan organisasi PBB.
31

 

Peranan Hukum Internasional dalam menyelesaikan sengketa 

internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa 

Dalam perkembangannya,  hukum  internasional  mengenal  dua  cara  

penyelesaian,  yaitu penyelesaian secara damai dan militer (kekerasan). 

Dengan semakin berkembangnya kekuatan militer serta senjata pemusnah 

massal, masyarakat internasional semakin menyadari besarnya bahaya dari 

penggunaan perang. Maka dari itu dilakukan upaya untuk menghilangkan atau 

sedikitnya membatasi penggunaan penyelesaian sengketa dengan 

                                                           
30

 John G. Merrills, International Dispute Settlement (Bandung: Tarsito, 1991). Halaman 1 
31

 Dewa Gede Sudika Mangku, ―Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa 

Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean‖ Vol 17 No (2012). Halaman 151 
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menggunakan kekerasan.
32

 Salah satu penyelesaian sengketa ialah melalui 

pengadilan internasional yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional. 

Teori ini memberikan pandangan terhadap konflik antara Negara 

bersangkutan yang berujung diselesaikan menurut Hukum Internasional. 

Sehingga, teori penyelesaian sengketa Internasional akan menjadi landasan 

penting dalam pemberian solusi dari permasalahan yang terjadi. Teori ini akan 

membantu menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga terkait kronologi 

konflik atas tumpang tindih batas maritim antara Nikaragua v. Kolombia dan 

penerapan Hukum Internasional atas kasus dugaan pelanggaran hak berdaulat  

ruang maritim di Karibia antara Nikaragua v. Kolombia. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dalam 

penelitian dilakukan peninjauan berdasarkan sumber hukum primer, sekunder, 

dan juga tersier.
33

 Objek dari penelitian ini akan meliputi aturan hukum 

tertulis maupun tidak tertulis, penerapan asas-asas hukum, putusan 

pengadilan, doktrin-doktrin, serta peninjauan sumber hukum sekunder dan 

tersier  yang  mampu  didapatkan  melalui  buku-buku,  tulisan-tulisan  ilmiah 

                                                           
32

 Huala Adolf, Op. Cit, hlm. 1, dikutip dari Ion Diaconu, Peaceful Settlement of Disputes 

Between States: History and Prospects, dalam Macdonald R. St. J. et. al., 1986, The Structure and 

Process of International Law: Essayss in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff, 

halaman 1095. 
33

 Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010). Halaman 12. 



17 

 

jurnal, maupun artikel yang mengangkat tema serta permasalahan yang serupa 

dengan apa yang penulis tuang dalam tulisannya.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menelaah 

regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti, pendekatan kasus 

(Case Approach) dengan melakukan telaah dan analisis pada kasus yang telah 

menjadi putusan dalam pengadilan, pendekatan sejarah (historical approach)  

melalui analisis sejarah atau latar belakang terkait wilayah yang 

disengketakan dan pengaruhnya terhadap putusan Mahkamah Internasional, 

pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan melihat pandangan dan 

doktrin yang berkembang dalam Hukum Internasional.  

 

3. Bahan-Bahan Hukum 

Adapun bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah setiap dokumen atau bahan hukum yang 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
34

 Bahan hukum ini pada dasarnya 

                                                           
34

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 

2011). Halaman 113 
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memiliki sifat yang mengikat dikarenakan oleh adanya suatu penerbitan resmi 

yang dilakukan oleh pemerintah dan didapatkan langsung dari regulasi atau 

peraturan perundang-undangan terkait. Bahan-bahan hukum primer tersebut 

terdiri dari instrumen Hukum Internasional dan nasional di Negara dan antara 

Nikaragua dan Kolombia, yakni : 

1. The Statute of the International Court of Justice 1945; 

2. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982; 

3. The Convention on Territorial Sea and Contiguous zone (Konvensi 

tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan); 

4. The Convention on The High Seas (Konvensi tentang Laut Lepas); 

5. The Convention on Continental Shelf (Konvensi tentang Landas 

Kontinen); 

6. The Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of 

The High Seas (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan 

Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas); 

7. Putusan Mahkamah Internasional nomor 155 tahun 2022 Nikaragua v. 

Kolombia tentang dugaan pelanggaran hak kedaulatan dan ruang 

maritim di laut Karibia; dan 

8. Keputusan Presiden Kolombia Nomor 1946 Tahun 2013. 
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b. Bahan Hukum Sekunder   

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang 

bersumber dari hasil penelitian, buku-buku, artikel, serta jurnal yang relevan 

dengan pembahasan penulis pada penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu 

kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pada penelitian ini, dalam rangka mengumpulkan bahan untuk penelitian, 

penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dan 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, konvensi 

internasional, doktrin, kebiasaan-kebiasaan Hukum Internasional, makalah, 

dokumen resmi, laman internet kredibel, dan hasil penelitian lainnya.  

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Untuk mampu menarik kesimpulan dari permasalahan atau isu yang diangkat, 

maka seluruh sumber hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier akan 

diolah dan dianalisis. Adapun teknik analisis bahan penelitian yang digunakan 
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adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan 

menggunakan penjelasan dan uraian kalimat yang logis, efektif, mudah 

dicerna, dan dipahami sehingga mampu diinterpretasikan lewat kesimpulan 

umum dari fakta-fakta khusus untuk pokok permasalahan yang diteliti. 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan akan memberikan hasil akhir berupa 

kesimpulan yang akan ditarik menggunakan penalaran secara deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu proses berpikir yang diartikan atau digambarkan secara 

sistematis berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian 

dan disatupadukan dengan kata-kata.
35

 Lalu, dalam penarikan kesimpulan, 

penulis juga melakukan penarikan secara deduktif yang mana akan ditarik 

suatu kesimpulan dari kalimat umum dan diakhiri dengan kesimpulan khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Amirudin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014). Halaman 32. 
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